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Lampiran -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Kepala Desa/Wali Nagari Se- Kabupaten Tanah Datar
Di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
Dan Wakil Walikota.
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Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
pada tanggal 24 Agustus 2024 dan telah masuknya jadwal Kampanye Pemilihan Kepala
Daerah serentak Tahun 2024 tanggal 25 September sampai dengan 22 November 2024
serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan
menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan
yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran
terhadap Netralitas Kepala Desa/Wali Nagari Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai
politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Perangkat desa yang terdiri dari
sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk
terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus
partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam
kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam
kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa,
dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan
bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai
pelaksana dan tim kampanye pemilu.
Pasal 282 ; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn negeri,
serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat

dilanjutkan dengan pemberhentian.



Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat
keputusan dany/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah
satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau
anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015;

Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil
Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi
pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja
melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah,
Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta
perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal
/0 ayat (1), djpidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau
paling lama 6 (enam) bulan dany/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024,
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pelaksanaan Kampanye dijadwalkan
pada tanggal 25 September sampai dengan 22 November 2024;



7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Pasal 62 ayat (1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,;
b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota
Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan
perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Ayat (2) Pejabat negara,
pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar
mengimbau:

1. Kepala Desa/Wali Nagari, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kabupaten Tanah
Datar agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi
netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak
berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai
politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil
Walikota;

2. Kepala Desa/Wali Nagari, Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak
melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum
maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam
bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program

pemerintah.

Demikianlah Surat imbauan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
Pj. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
Pj. Bupati Kabupaten Tanah Datar
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